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Antisipasi Krisis Air Bersih di Jateng

SEMARANG (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo
sejak jauh hari telah mengingatkan masyarakat untuk
mewaspadai potensi kekeringan dan krisis air bersih di se-
jumlah daerah. la juga sudah menyiapkan skema bantuan
air bersih untuk mengantisipasi itu. Setidaknya ada 7,1 juta
liter air bersih yang didistribusikan ke daerah-daerah yang
mengalami krisis air bersih.

Demikian dikatakan Gubernur Ganjar Pranowo kepada
wartawan di Semarang, pekan lalu. Menurut Ganjar, setiap
hari Pemprov Jawa Tengah telah mengirim bantuan air
bersih ke sejumlah daerah yang kekeringan. Ganjar juga
telah mensiagakan petugas dari BPBD, Bupati/Walikota dan
instansi terkait lainya. Diakui di Jateng ada sejumlah daerah
yang saat ini kesulitan air bersih. Untuk itu Ganjar minta ma-
syarakat yang mengalami kekeringan agar segera melapor
supaya bisa segera mendapat droping air bersih.

"Saya telah menerima laporan dari teman-teman mdia
kalau di sejumlah daerah di Jawa Tengah mengalami ke-
kurangan air bersih. Sebenamya masyarakat tinggal lapor
saja biar nanti segera kita kirim air bersih, karena memang
ada di daerah-daerah tertentu ya kurang air. Kita siapkan,
kita minta kawan-kawan untuk selalu me-report secara
rutin,” tutur Ganjar Pranowo.

Ganjar menjelaskan, berdasarkan data akumulasi kebu-
tuhan air bersih di kabupaten/kota, bantuan air bersih yang
sudah didistribusikan ada sekitar 7,1 liter yang bersumber
dari banyak pihak. Distribusinya di semua daerah. Ada se-
jumlah desa yang memang total terdampak kekeringan.
Kabupaten Blora tertinggi, kemudian ada Grobogan.

Melihat kondisi kekeringan saat ini, menurut Gubernur,
antisipasi jangka panjang sangat diperlukan untuk meme-
nuhi kebutuhan air bersih. Pertama adalah menjaga dan
merawat sumber-sumber mata air dengan memper-
banyak menanam pohon. Kedua, pengelolaan sumber
mata air juga harus dilakukan dengan membuat saluran
agar distribusinya mudah. (Bdi)-f

Bupati Boyolali Resmikan Gedung Baru UBY

BOYOLALI (KR) - Gedung baru perkuliahan Program
Studi (Prodi) llmu Hukum, Teknik Informatika dan limu
Komunikasi Universitas Negeri Boyolali (UBY) diresmikan
oleh Bupati Boyolali M Said Hidayat, Senin (21/8). Rektor
UBY Nanik Sutarni menjelaskan, gedung baru yang
diresmikan oleh Bupati Said akan dipergunakan sebagai
gedung perkuliahan bagi program studi (prodi) ilmu
hukum, teknik informatika dan iimu komunikasi. la menga-
takan, dengan adanya gedung dua lantai seluas 2.000 me-
ter ini, akan dapat menambah ruang kelas bagi 1.300 ma-
hasiswanya yang tadinya kekurangan ruang untuk perkuli-
ahan. Terdapat tujuh prodi di perguruan tinggi tersebut,
yaitu ilmu hukum, komunikasi, teknik informatika, akuntan-
si, manajemen, pertanian dan peternakan.

"Kontribusi dari akademisi Universitas Boyolali untuk
masyarakat dalam menaikkan sumber daya manusia
akan kita tingkatkan, dengan adanya dukungan dari selu-
ruh stakeholder yang ada di Kabupaten Boyolali insyaAllah
kita optimis kita akan maju bersama-sama untuk masyara-
kat Boyolali.” ujarnya. Sementara itu, Bupati Boyolali M.
Said Hidayat mengungkapkan rasa syukurnya dengan
pembangunan gedung baru UBY.

Pihaknya berharap, UBY akan lebih berkembang dan
lebih maju lagi kedepannya, sehingga masyarakat dapat
mengenyam pendidikan perguruan tinggi tidak jauh dari
rumahnya. "Harapan kita dapat segera nantinya diman-
faatkan sebaik-baiknya dan memberikan kemanfaatan
seluas-luasnya untuk pengembangan dunia pendidikan di
Kabupaten Boyolali.” ungkapnya. (Mul)-f

Bantuan Perikanan dan Petemakan Tangani Stunting

L NN HES

KR-Zaini Arrosyid
Forhati Jateng menyalurkan bantuan perikanan
dan peternakan untuk pengentasan stunting.

MAGELANG (KR) - Majelis Wilayah Forum Alumni HMI
Wati (Forhati) Jawa Tengah dan Majelis Daerah Korps
Alumni HMI Magelang raya menyalurkan bantuan untuk
budidaya perikanan dan peternakan di lereng Gunung
Merapi wilayah Kabupaten Magelang, untuk penanganan
stunting, Senin (21/8).

Kabid Pendidikan, Keagamaan Dan Sosbud Forhati
Jawa Tengah Eny Rahmawati, M. Pd mengatakan bantu-
an yang disalurkan untuk sektor perikanan berupa benih
lele sedangkan sektor peternakan berupa domba.
"Bantuan ini sebagai wujud pemberdayaan ekonomi ma-
syarakat terutama pada keluarga kurang beruntung, dan
mencegah stunting,” kata Eny Rahmawati, di sela penyalu-
ran bantuan.

Penyaluran pada Senin tersebut dilakukan di Dusun
Pagerjurang Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid,
Magelang, dengan sasaran sejumlah warga. Mereka sela-
ma ini menjadi desa binaan dari Mualaf Center Indonesia.
Dikatakan, bantuan perikanan tersebut berupa benih lele,
berikut kolam terpal bulat dan pakan pelet hingga panen.
Sedangkan untuk peternakan berupa domba. "Bantuan ini
diharapkan mampu menambah pendapatan perekonomi-
an keluarga yang berdampak pada peningkatan kese-
jahteraan keluarga,” katanya.

Eny Rahmawari menyampaikan Forhati Jateng bekerja
sama dengan KAHMI di sejumlah kabupaten dalam
penyaluran bantuan. Mereka diantara Kabupaten
Temanggung, Solo, Magelang Semarang dan Kendal.
"Ternak yang disalurkan telah puluhan, termasuk bantuan
untuk perikanan,” katanya. Dikemukakan untuk bantuan
perikanan bisa menjadi salah satu sumber protein keluarga
terutama bagi mereka yang masih memiliki anak balita, se-
hingga terbebas dari stunting. Forhati juga berjuang untuk
penanganan atau pembebasan stunting, diantaranya
melalui bantuan perikanan. Ikan yang dipelihara sebagian
bisa dikonsumsi selain dijual yang hasilnya untuk modal
memelihara ikan sedangkan keuntungannya untuk pen-
dapatan keluarga. (Osy)f

(Ganjar Dinilai Berhasil Sejahterakan Guru

SEMARANG (KR) - Dirjen Guru
dan Tenaga Kependidikan, Kemen-
ristekdikti Prof Nunuk Suryani me-
ngatakan, komitmen Gubernur
Jateng Ganjar Pranowo di dunia
Pendidikan, telah berhasil mening-
katkan kesejahteraan para guru,
dengan meningkatkan upah sesuai
UMR. Ganjar juga mengupayakan
pengangkatan guru honorer menja-
di ASN Pegawai Pemerintah de-
ngan Perjanjian Kerja (P3K).

Hal itu disampaikan Prof Nunuk
Suryani kepada wartawan usai ber-
temu Ganjar Pranowo di rumah di-

KR-Budiono
Ganjar Pranowo saat menerima Dirjen Guru dan Tenaga
Kependidikan, Kemenristekdikti Prof Nunuk Suryani.

nas Gubernur di Semarang Senin
(21/8). Pada pertemuan tersebut
dibahas tiga hal antara lain yang
terkait dengan pengangkatan ASN
P3K. Nunuk mengatakan ada pen-
cocokan data antara data Kemenris-
tekdikti dengan data Pemprov Jawa
Tengah, diantaranya terkait jumlah
usulan ASN P3K yang masih bisa
ditambah untuk memenuhi kebu-
tuhan. ”Kita diberi tugas dalam dua
hari ke depan untuk menghitung
kembali sesuai dengan syarat ke-
tentuan yang disampaikan oleh Pak
Gubernur,” katanya.

Menurut Nunuk, tugas untuk
menghitung kembali jumlah usulan
ASN P2K seperti yang diminta Gu-
bernur Jawa Tengah Ganjar Prano-
wo, masih mungkin untuk dilaku-
kan meskipun secara tahapan pen-
gangkatan ASN P3K sudah ditutup,
yaitu dengan Ganjar bersurat ke
KemenPAN-RB setelah penghi-
tungan kembali dilakukan. "Itu per-
nah terjadi. Yang penting, setelah
nantinya dilakukan penghitungan,
Gubernur harus segera mengirim
surat ke sekarang setelah dihitung,
Gubernur harus mengirim surat ke
KemenPAN, kalua ternyata kebu-
tuhannya mau dikoreksi. Untuk itu
kami akan bantu untuk membantu
KemenPAN-nya,” tutur Nunuk.

Ganjar Pranowo kepada warta-
wan mengakan pihaknya mendo-
rong agar pemenuhan kuota bisa di-
selesaikan tahun ini. Tujuannya,
agar kesejahteraan guru di Jateng
semakin meningkat. "Tadi disam-
paikan, karena anggaran dari pusat
ada permintaan ditambah, tentu
kami senang. Malah kalau bisa di-
angkat semua, para guru-guru ini,”
ujarnya.

Ganjar berharap, penghitungan
penempatan ASN P3K dilakukan
dengan benar agar nantinya pen-
gangkatan tidak muspro dan justru

menimbulkan masalah di kemudi-
an hari. Untukitu harus ada kepas-
tian kalau tahun depan mesti di-
angkat. Kalau semua posisi dari gu-
ru betul-betul penuh bisa dileng-
kapi, maka kebutuhan guru bisa
lebih memadai. Ganjar juga meng-
usulkan agar Kemenristekdikti
mempertimbangkan usulan agar
gaji guru ditingkatkan, karena de-
ngan begitu akan semakin lebih
banyak masyarakat yang berminat
menjadi guru. Jadi tidak hanya
sekadar mengangkat P3K saja.
Ganjar berharap, menghadapi
bonus demografi dalam 13 tahun
ke depan pemerintah lebih fokus
memperhatikan dunia Pendidikan,
terutama secara sistem yang saat
ini sudah berjalan denganbaik.
Berdasarkan data Disdikbud
Jateng, terdapat guru PNS sesuai
kewenangan Pemprov Jateng se-
banyak 18.450 orang, guru PPPK
9.361 orang, dan GTT 6.030 orang.
Sedangkan kekurangan guru ber-
dasarkan mata pelajaran sebanyak
9.286 orang, jika dikurangi dengan
PPPK 2022 sejumlah 4.351 orang
(terdiri dari 2.952 orang GTT dan
1.244 guru swasta), sehingga ke-
kurangan guru di Jawa Tengah
masih sebanyak 4.935 orang.
Bdi)-f

Bawaslu Purworejo Awasi Tahapan Pemilu

PURWOREJO (KR) -

Badan Pengawas Pemilu

(Bawaslu) Kabupaten Purworejo masa jabatan 2023-2028
dilantik. Usai pengambilan sumpah dan janji, mereka lang-
sung terjun untuk mengawasi jalannya tahapan Pemilu
2024. Bawaslu RI melantik Purnomosidi, Rinto Hariyadi,
Dumadi Tri Restyanto, Widya Astuti, dan Siti Daingatus
Solikhah di Jakarta, Minggu (20/8). Setelah itu, mereka
berlima melakukan pleno perdana dan menyepakati
Purnomosidi sebagai Ketua Bawaslu Purworejo.

Ketua Bawaslu Purworejo Purno-
mosidi mengatakan, lembaganya
akan langsung bergerak cepat un-
tuk mengawasi Pemilu 2024. "Ta-
hapan pemilu sudah berjalan dan
tentunya pengawasan melekat ha-
rus dilakukan,” ungkapnya Senin
(21/8). Menurutnya, intensitas ta-

hapan pemilu serentak akan terus
meningkat hingga puncaknya pada
hari pemungutan suara. Saat ini,
tahapan pemilu memasuki pengu-
muman daftar calon sementara
(DCS) bakal calon legislatif yang
bersamaan dengan pemutakhiran
daftar pemilih dengan pendataan

daftar pemilih tambahan (DPTh)
dan daftar pemilih khusus (DPK).

Kemudian, KPU akan mengu-
mumkan Daftar Calon Tetap (DCT)
calon anggota legislatif pada 3
November 2023, dilanjutkan kam-
panye 28 November 2023, masa ten-
ang 11-13 Februari 2024, pemu-
ngutan suara 14 Februari 2024, re-
kapitulasi dan perhitungan suara,
penetapan hasil pemilu, serta peng-
ambilan sumpah dan janji calon ter-
pilih.

Selain menyepakati Purnomosidi
sebagai ketua, rapat pleno juga me-
nentukan para koordinator divisi.
Rinto Hariyadi dipercaya sebagai
Koordinator Divisi (Kordiv) Pena-
nganan Pelanggaran dan Data In-
formasi sekaligus Wakil Kordiv Hu-

kum dan Penyelesaian Sengketa.

Siti Daingatus Solikhah sebagai
Kordiv SDM, Organisasi, dan
Diklat sekaligus Wakil Kordiv Pen-
cegahan, Partisipasi Masyarakat,
dan Humas.

Kordiv Pencegahan, Partisipasi
Masyarakat, dan Humas dijabat
oleh Widya Astuti, yang sekaligus
Wakil Kordiv SDM, Organisasi, dan
Diklat. Kordiv Hukum dan Penyele-
saian Sengketa dijabat oleh Dumadi
Tri Restyanto, yang sekaligus Wakil
Kordiv Penanganan Pelanggaran
dan Data Informasi. Selain itu, keli-
ma anggota Bawaslu Purworejo ju-
ga sudah menyepakati pembagian
koordinator wilayah dalam men-
jalankan tugas pengawasan dan
pencegahan pelanggaran. (Jas)-f

TIDAK MUDAH KELOLA DAN BANGUN MASYARAKAT

Ada Beberapa Masalah Jalankan Fungsi BPD

MAGELANG (KR) - Mengelola
dan membangun masyarakat tidak
mudah. Dalam menjalankan
fungsi-fungsi Badan Permusya-
waratan Desa (BPD), ada beberapa
permasalahan, diantaranya di-
namika komunikasi antara BPD
dengan pemerintah desa serta BPD
dengan lembaga desa, atau seba-
liknya. Komunikasi ini harus di-
tingkatkan.

Demikian disampaikan Bupati
Magelang Zaenal Arifin SIP saat
berbicara di forum pembinaan pe-
ningkatan kapasitas anggota BPD
Kabupaten Magelang yang dilak-
sanakan di Grand Artos Hotel &
Convention Magelang, Senin (21/8)
sore. Istri Bupati Magelang dan
Kepala Dinas Pemberdayaan Ma-
syarakat dan Desa (Dispermades)
Kabupaten Magelang Gunawan
Yudi Nugroho SSTP MM maupun
lainnya juga hadir dalam kegiatan
ini.

Juga dikatakan, meningkatkan
komunikasi menjadi penting, kare-

na fungsi strategis BPD untuk terus
turut berpartisipasi dalam kelan-
caran penyelenggaraan pemerin-
tahan, pembangunan dan ke-
masyarakatan, sehingga saling
bersinergi antar lembaga desa.
Demikian juga dinamika komuni-
kasi antara Kepala Desa dan
Perangkat Desa.

Persoalan lainnya tentang akunt-
abilitas dalam pengelolaan keuang-
an, maka meningkatkan kepekaan
akan responsible salah satu tugas
BPD dalam mengawasi jalannya
RABdes yang bertujuan memini-
malisir penyelewengan dana dan
meningkatkan keakuratan dalam
penggunaan dana desa untuk ma-
syarakat serta pemerintahan desa.

Juga persoalan dalam pengelola-
an aset desa. Sebagai anggota BPD
perlu adanya pengawasan pada pe-
ngelolaan aset desa. Laporan me-
ngenai aset desa ini harus selalu
dipantau dan dijaga karena ber-
kaitan dengan sertifikasi yang
belum terdaftar sehingga memini-

Bupati

malisir terjadinya sengketa.

Yang lainnya adalah tuntutan pe-
ningkatan pelayanan desa. Ma-
syarakat memiliki hak untuk mem-
peroleh pelayanan desa, dari admi-
nistrasi dokumen maupun urusan
lainnya, yang perlu diselesaikan
melalui pemerintahan desa. Juga
tuntutan masyarakat akan kedisi-
plinan Perangkat Desa terkait jam
kerja.

Dikatakan juga, pengawasan fi-
nansial terhadap APBN maupun

Magelang bersama

I-Ta
Kepala Dispermades
Kabupaten Magelang dengan sebagian peserta pembinaan.

istri,

APBD, dan peningkatan pendapat-
an desa melalui BUMdes dan
BUMdesma menjadi penting.
Namun sebagian besar yang belum
memberikan dampak signifikan
kesejahteraan yang diharapkan
berdampak pada peningkatan kese-
jahteraan masyarakat. Kesemua
permasalahan yang ada, menuntut
semua untuk terus berkembang
dalam menjalankan roda pemerin-
tahan desa yang stabil dan se-
jahtera. (Tha)-f

Jati Diri Pendamping Desa Perlu Diperkuat

SEMARANG (KR) -
Menteri Desa Pembangun-
an Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Mendes
PDTT), Abdul Halim Iskan-
dar menyatakan jati diri
pendamping desa perlu di-
perkuat. Sehingga mendu-
kung integritas, kapabilitas,
elektabilitas dan kapasitas
dalam mengurus dana desa.

"Pendamping desa juga
perlu diperkuat jati diri
yang sebenarnya, karena
menciptakan pendamping
yang miliki intergritas bu-
kanlah hal yang mudah,”
kata menteri yang akrab
disapa Gus Halim saat
memberi pengarahan da-
lam Refreshment Training
Penguatan Pegiat Desa
program P3PD angkatan 2
Provinsi Jateng-DIY di
Semarang, Minggu (20/8).
Gus Halim menilai saat ini
yang paling dibutuhkan
dalam diri pendamping de-

sa adalah integritas, kapa-
bilitas, elektabilitas dan ka-
pasitas.

Pendamping desa yang
ideal harus berintegritas,
kepribadian bagus, serta
kapabilitas bagus yaitu me-
nguasai dana desa hingga
musyawarah desa. Jika te-
lah menguasai tugasnya
dengan baik, maka pen-

damping desa populer hing-
ga miliki elektabilitas. Gus
Halim mengungkapkan
bahwa sebenernya tugas
pendampingan seperti
identifikasi serta pengisian
daily report tidaklah sulit.
Termasuk soal mengurus
dana desa yang membu-
tuhkan skill dan itu hal
yang mudah.
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Gus Halim memberikan pengarahan pada peserta
training penguatan pegiat desa.

Menurut mantan Ketua
DPRD Jatim ini, yang sulit
adalah jati diri pendamping
desa, yaitu mengenai pema-
haman diri sendiri.

”Sehingga perlu diperku-
at jati dirinya. Ini akan
membuat pendamping desa
memahami diri dan bisa
menempatkan diri, serta
ujungnya pendamping desa
memang dibutuhkan,” ung-
kapnya. Gus Halim menam-
bahkan, saat ini sedang di-
pikirkan instrumen untuk
menjawab pertanyaan da-
sar yaitu apakah pendamp-
ing desa masih dibutuhkan
jika telah masuk kategori
mandiri.

Desa mandiri yang di-
garap mengenai persoalan
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan sumber daya
manusia (SDM) Desa. Oleh
karena itu, desa mandiri
akan semakin membutuh-
kan keberadaan pendam-

ping desa. Gus Halim mene-
gaskan bahwa pendamping
desa tetap menjadi aset pen-
ting bagi desa, bahkan keti-
ka telah mencapai status
desa mandiri. Semakin be-
sar alokasi dana desa dan
semakin tinggi Indeks Desa
Membangun, maka peran
pendamping desa dalam
mengelola  program-pro-
gram yang berdampak lang-
sung pada masyarakat sa-
ngat menentukan.

Oleh karena itu, pendam-
ping desa harus berfokus
pada dua kunci penggunaan
dana desa, yaitu pertum-
buhan ekonomi dan pe-
ngembangan sumber daya
manusia (SDM). Gus Halim
menjelaskan, pada Maret
atau April 2024 mendatang
Kemendes PDTT akan me-
lakukan survei persepsi ma-
syarakat terkait pemaham-
an dan manfaat kebijakan
dana desa. (Ati)-f



